BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

A. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang Bekerja di

Indonesia

Dalam hukum nasional terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan
terhadap pekerja di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, namun PRT tidak dicakup di dalamnya karena
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur
pekerja yang bekerja pada sektor formal. Selain itu, perbedaan karakteristik
antara PRT dan pekerja dalam sektor formal menyebabkan PRT dikecualikan
dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Perbedaan karakteristik tersebut adalah bahwa PRT
dipekerjakan dalam rumah pemberi kerja/majikannya yang bersifat tertutup
untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga sehingga sulit untuk
dilakukan pengawasan dan dengan adanya Rancangan Undang-Undang
Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dapat menunjukkan bahwa PRT berada di
luar ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai PRT yang bekerja di
Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata serta Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga tidak dimuat secara tegas atau terukur yang di mana lebih menekankan
pada kesepakatan antara PRT dan majikannya sehingga pemenuhan hak PRT
bergantung itikad baik pemberi kerja/majikan yang mempekerjakannya

tersebut. Hal ini memungkinkan untuk terjadinya situasi kerja yang tidak layak
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seperti upah yang dibayar rendah, tidak ada pembatasan jam kerja, tidak
mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal,
tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial dan tidak memiliki
kebebasan  untuk  berorganisasi.  Pelaksanaan  Peraturan  Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah
Tangga tersebut diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat
terjadi perbedaan standar tiap daerah sesuai dengan kebiasaan atau budaya
setempat yang memungkinkan untuk terjadinya ketidaksetaraan kesejahteraan
PRT dikarenakan perbedaan kebijakan tiap daerah yang menyebabkan
pengaturannya menjadi tidak seragam. Ketidakseragaman perlindungan yang
dirasakan oleh PRT menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam
KUHPerdata dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai hukum positif yang
mengatur mengenai PRT yang bekerja di dalam negeri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan
hukum untuk PRT vyang bekerja di dalam negeri terdapat kelemahan
dikarenakan KUHPerdata serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2
Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang merupakan
pengaturan bagi PRT yang bekerja di Indonesia tidak memuat ketentuan secara
tegas sehingga rentan untuk terjadi pelanggaran terhadap haknya, mengingat
mereka berkedudukan di bawah perintah pemberi kerja/majikannya sehingga
posisi tawar mereka yang lemah untuk berhadapan dengan majikannya. Selain
itu, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga yang
sudah diajukan sejak tahun 2004 dan masuk ke dalam program legislasi nasional
setiap periode masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai saat ini
belum disahkan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah tidak
menjadikan perlindungan terhadap PRT sebagai prioritas.

B. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang Bekerja di
Luar Negeri

Dalam hal memberikan perlindungan hukum untuk PRT yang bekerja di
luar negeri, hukum nasional Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
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Namun, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia tidak dapat sepenuhnya memberikan perlindungan hukum
secara maksimal karena Indonesia tidak memiliki yurisdiksi di negara
penempatan. Sesuai dengan asas lex loci laboris, yaitu bahwa selama PRT
ditempatkan di negara penempatan, hukum yang diberlakukan adalah hukum di
mana pekerja dipekerjakan.'®® Sejalan dengan asas lex loci laboris, Pasal 18
Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB) menyebutkan
bahwa bentuk dari sebuah perbuatan hukum akan ditentukan berdasarkan
hukum dari tempat perbuatan hukum tersebut dilakukan.?®® Berdasarkan hal
tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan atas hak-hak PRT selama bekerja
bergantung pada hukum negara penempatan di mana mereka dipekerjakan,
meskipun ketentuan hukum di negara penempatan belum tentu dapat
memberikan perlindungan secara maksimal.

Dalam melindungi PRT yang bekerja di luar negeri, pada selama masa
penempatan, perlindungan atas hak-hak mereka yang seharusnya diterima
berdasarkan hukum nasional tidak dapat menjangkau pengaturannya karena
hukum nasional Indonesia tidak memiliki yurisdiksi di negara penempatan. Hal
ini menyebabkan hak dasar mereka akan bergantung dan didasarkan pada
ketentuan hukum di mana PRT tersebut dipekerjakan dan belum tentu negara
penempatan memiliki standar yang dapat memberikan perlindungan secara
memadai untuk mereka agar dapat menikmati seluruh haknya. Berdasarkan hal
tersebut, maka perlindungan hukum untuk PRT yang bekerja di luar negeri
terdapat kelemahan.

2. Dalam menciptakan situasi kerja layak bagi PRT sesuai dengan kekhasan
karakteristik pekerjaannya yaitu pekerjaan yang dilakukan di lingkungan rumah
tangga pemberi kerja untuk melayani anggota rumah tangga, cenderung
terisolasi, biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan

rendah, tidak memiliki keterampilan atau pelatinan khusus®®, dapat tinggal

199 Spanish Dictionary, https://www.spanishdict.com/examples/lex%20loci%20laboris.

200 Bayu Seto Hardjowahono, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2013, him 74.

201 Jose Maria Ramirez Machado, Domestic Work Conditions of Work and Employment: A Legal
Perspective, International Labour Office, Geneva, 2003, him 4.
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bersama dengan pemberi kerja (live-in) atau tinggal di tempat tinggalnya sendiri
(live-out)?®?, diadopsi suatu standar yaitu Konvensi ILO Nomor 189 tentang
Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Konvensi ILO Nomor 189
tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga mewajibkan negara
untuk mengambil suatu langkah yang terukur agar dapat menjamin
perlindungan PRT secara maksimal sehingga dapat memberikan kepastian
hukum mengenai hak-hak normatif mereka. Ketentuan di dalamnya dapat
diterapkan dengan tetap memperhatikan karakteristik khusus pekerjaan rumah
tangga yang meliputi cakupan upah minimum, jam kerja normal, kompensasi
lembur, istirahat harian dan mingguan serta cuti tahunan, keselamatan dan
kesehatan kerja, jaminan sosial, pembatasan usia untuk melakukan pekerjaan
rumah tangga dan kebebasan untuk berserikat.

Apabila Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan
yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, maka Indonesia memiliki kewajiban
untuk mengabsorbsi seluruh ketentuan yang terdapat dalam konvensi ke dalam
hukum nasional dan membuat peraturannya secara terukur. Dalam hal ini, PRT
yang bekerja di Indonesia akan mendapatkan kepastian hukum mengenai hak-
hak mereka yang mencakup mengenai upah minimum, pembatasan jam Kerja,
mendapatkan istirahat harian dan mingguan, cuti tahunan, kompensasi lembur,
mekanisme keselamatan dan kesehatan kerja, diikutsertakan dalam program
jaminan sosial dan kebebasan untuk mendirikan atau bergabung dalam serikat
pekerja. Meratifikasi konvensi tersebut menjadi suatu hal yang layak untuk
dipertimbangkan oleh pemerintah mengingat sejauh ini ketentuan dalam
KUHPerdata dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015
tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak memuat hak dan kewajiban
secara tegas atau terukur.

Dalam memberikan perlindungan hukum untuk PRT yang bekerja di luar
negeri, apabila Indonesia sebagai negara pengirim dan negara tujuan
penempatan terikat oleh Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang

Layak bagi Pekerja Rumah Tangga maka akan diperoleh standar perlindungan

202 |nternational Labour Office, Social Protection for Domestic Workers: Key Policy Trends and
Statistics, Geneva, 2016, him 1.
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yang relatif sama antara PRT yang bekerja di dalam negeri dan luar negeri
karena negara penempatan memiliki kewajiban juga untuk melaksanakan
seluruh ketentuan dalam konvensi sehingga tercipta kepastian hukum dan
kondisi kerja layak bagi PRT. Namun, apabila negara penempatan tidak
meratifikasi konvensi tersebut, maka setidaknya salah satu upaya yang dapat
dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan mendorong negara penempatan
untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak
bagi Pekerja Rumah Tangga.

Dalam memberikan perlindungan terhadap PRT, ILO mengakui kekhasan
karakteristik pekerjaan rumah tangga dan diadopsi suatu standar dalam bentuk
Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah
Tangga untuk mengatasi persoalan-persoalan khusus yang dialami oleh PRT.
Konvensi memberikan perlindungan dengan menempatkan mereka sesuai
dengan karakteristiknya.

Ratifikasi terhadap Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang
Layak bagi Pekerja Rumah Tangga layak untuk dipertimbangkan mengingat
posisi PRT yang sampai saat ini dianggap sebagai pekerja rendahan dan kurang
dihargai serta peraturan perundang-undangan yang ada tidak memuat
ketentuannya secara terukur sehingga dengan meratifikasi konvensi diharapkan
mampu meningkatkan perlindungan, status sosial dan menjamin kondisi kerja
layak sebagaimana pekerja lainnya. Hal ini dikarenakan KUHPerdata dan
Peratuan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan
Pekerja Rumah Tangga belum dapat secara maksimal memberikan kepastian
hukum yang di mana ketentuan di dalamnya menekankan pada kesepakatan
para pihak sehingga pemenuhan hak mereka bergantung pada itikad baik
pemberi Kkerja/majikannya seperti dalam hal upah, waktu istirahat, cuti,
tunjangan hari raya, keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat beberapa
pengaturan yang tidak diatur seperti mengenai jam kerja, kompensasi lembur,
istirahat harian dan mingguan dan kebebasan berorganisasi seperti yang
diamanatkan oleh Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak
bagi Pekerja Rumah Tangga. Dengan dikeluarkannya PRT dari ruang lingkup
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dapat
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diketahui bahwa terdapat perbedaan perlindungan bagi PRT dengan pekerja

lainnya yang dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka

negara sudah selayaknya memberikan kepastian hukum terhadap PRT agar
mereka dapat menikmati kondisi kerja layak dan adil sebagaimana pekerja
lainnya.

Bagi PRT yang bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia,
ratifikasi terhadap Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak
bagi Pekerja Rumah Tangga dapat memberikan perlindungan yang relatif sama
apabila kedua negara yaitu negara pengirim dan negara penempatan terikat
dalam konvensi. Apabila negara penempatan tidak meratifikasi konvensi
tersebut, maka setidaknya Pemerintah Indonesia memiliki posisi yang kuat
untuk mendorong negara penempatan meratifikasi konvensi tersebut.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka ratifikasi Konvensi ILO Nomor
189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga merupakan hal
yang mendesak untuk dilakukan. Dengan diratifikasinya Konvensi ILO Nomor
189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, maka PRT
akan mendapat beberapa keuntungan, antara lain:

a. PRT yang bekerja di Indonesia akan mendapatkan kepastian hukum karena
konvensi mengamanatkan agar negara membuat peraturannya secara
terukur berkenaan dengan hak-hak mereka.

b. Apabila PRT bekerja di luar negeri dan Pemerintah Indonesia sudah
meratifikasi konvensi,maka Indonesia dapat mendorong negara
penempatan untuk meratifikasi konvensi tersebut. Jika negara penempatan
terdorong meratifikasi konvensi maka standar perlindungan PRT yang
bekerja di Indonesia dan di luar negeri akan menjadi relatif sama dan
setara.

Mengingat peraturan perundang-undangan sampai saat ini yang kurang
memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak PRT yang bekerja di dalam
negeri dan dalam rangka memperkuat posisi Indonesia dalam memberikan

perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mayoritas didominasi oleh

121



PRT?%, maka sudah selayaknya pemerintah meratifikasi Konvensi ILO Nomor

189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya, berikut merupakan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat,
antara lain:

1. Mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PRT
yang bekerja di dalam negeri belum dapat memberikan kepastian hukum,
maka hendaknya pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189
tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

2. Dalam rangka memperkuat posisi Indonesia dalam ranah internasional
maka sudah selayaknya pemerintah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189
tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga sehingga
Indonesia dapat mendorong negara penempatan untuk turut meratifikasi
konvensi.

3. Sebaiknya perjanjian kerja antara PRT dan pemberi kerja/majikannya
dibuat secara tertulis agar dapat memberikan kepastian hukum.

4. Hendaknya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan
sosialisasi kepada masyarakat, PRT dan lembaga penyalur PRT agar
mengetahui hak-hak PRT.

203 databoks.katadata.co.id, Mayoritas Pekerja Migran menjadi Asisten Rumah Tangga,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/30/mayoritas-pekerja-migran-menjadi-asisten-
rumah-tangga.
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